KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
DI MASA PANDEMI COVID-19

Abstrak : UMKM merupakan bentuk usaha kerakyatan untuk menopang perekonomian
negara dimana di dalam masa pandemi Covid-19, UMKM merupakan usaha yang paling
terdampak. Masalah klasik yang sering muncul adalah rendahnya tingkat pembayaran pajak
oleh UMKM. Sehingga dengan PP No. 23 tahun 2018 yang berlaku 1 Juli 2018 dimana
pemerintah menurunkan tarif pajak final bagi UMKM yang awalnya 1% menjadi 0.5%
diharapkan mampu meningkatkan kesadaran WP untuk patuh membayar pajak pada masa
pandemi covid-19. Sektor pajak merupakan pendapatan tertinggi di negara Indonesia, salah
satu cara meningkatkannya adalah dengan metode intensifikasi yaitu meningkatkan tingkat
kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan tingkat penerimaan pajak dengan melihat faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang diambil adalah
Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pelaksanaan Self Assessment System.
Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak UMKM di kota Semarang dikarenakan menurut
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Mikro Menengah, pertumbuhan UMKM di Kota Semarang
mencapai 2000 usaha tiap tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
seberapa besar tingkat pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Pelaksanaan
Self Assessment System terhadap kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi Covid-19.
Populasinya adalah Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang berjumlah 2.129 WP. Teknik
pengambilan sampling menggunakan simple random sampling dengan rumus slovin
didapatkan sampel berjumlah 95 WP. Alat analisis menggunakan regresi linier berganda dan
uji asumsi klasik digunakan untuk menilai tingkat penyimpangan data. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Pajak tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan WP, sedangkan Pelaksanaan Self Assessment System berpengaruh positif
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada saat pandemi Covid-19. Uji Koefisien
Determinasi menyebutkan bahwa ketiga variabel mampu memberikan pengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak sebesar 21.9%, sedangkan sisanya sebesar 79.1% dipengaruhi
variabel lain diluar penelitian.

Kata Kunci : UMKM, Covid-19, Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan
Pajak, Pelaksanaan Self Assessment System, Covid-19

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang menyumbang persentase
terbesar dibandingkan dengan sektor pendapatan lain seperti minyak dan gas (migas) serta
non-migas. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya
dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara yang bersangkutan (Farouq, 2018:
1). Sumber pendapatan negara dari pajak telah menjadi unsur utama dalam menunjang
kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyediaan fasilitas umum

bagi masyarakat. Bahkan pada beberapa Tahun belakangan ini, pajak memenuhi kurang lebih



70 persen penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini
menunjukkan peranan pajak dalam mewujudkan stabilitas roda kehidupan negeri ini harus
semakin ditingkatkan, mengingat semakin tingginya tuntutan kebutuhan dan semakin

kompleksnya tantangan zaman modern (Faroug, 2018: 127).

Menurut Simanjuntak, dkk, (2012: 27-28) Salah satu ukuran keberhasilan suatu
kebijakan perpajakan dapat dilihat dari kecenderungan peningkatan hasil penerimaan negara
dari sektor perpajakan dalam satu periode melalui upaya ekstensifikasi yaitu upaya
meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah Wajib Pajak (WP) yang
belum terdaftar atau menambah jumlah jenis pajak yang baru. Sedangkan yang dimaksud
upaya intensifikasi adalah meningkatkan penerimaan pajak dari WP yang sudah terdaftar.
Kedua metode tersebut cara efisien untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat,
perbaikan pelayanan pajak, dan lain-lain. Farouq (2018: 3) berpendapat  Kepatuhan WP
merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak,
bukan sekedar menonjolkan aspek pemungutan pajak yang bersifat “memaksa”, tetapi juga
harus diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur dan pelayanan administrasi yang jelas dan
berkelas. Menurut Miladia (2010) dalam Maharani (2015) agar target pajak tercapai,
diperlukan kesadaran dan kepatuhan WP untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Hal itu merupakan suatu faktor yang penting bagi peningkatan
penerimaan pajak, sehingga perlu secara rutin dikaji mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan WP.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam
perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu Negara. Usaha kecil dan menengah
sangat berperan dalam perekonomian Indonesia, sebagai contoh usaha kecil dan menengah
sangat berperan penting pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 dan dipandang sebagai
suatu penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, mendorong laju pertumbuhan
ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja, (Maharani, 2015). Pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Semarang Tengah Dua menggelar Kegiatan Program Business Development
Service (BDS) untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bertujuan agar usaha
yang dikelola WP dapat berkembang pesat khususnya melalui pemasaran online. Pada
kegiatan tersebut, diberikan edukasi pajak mengenai turunnya tarif pajak UMKM terbaru dari
1 persen menjadi 0,5 persen sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang
berlaku mulai 1 Juli 2018. Dengan turunnya tarif UMKM ini, diharapkan adanya kepatuhan

WP dalam membayar pajak untuk negara (www.pajak.go.id).



http://www.pajak.go.id/

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini telah memunculkan masalah yang harus
dihadapi oleh UMKM, diantaranya penurunan permintaan, pemasaran produk, akses bahan
baku dan masih rendahnya SDM. Sehingga hal ini berdampak terhadap turunnya tingkat
penjualan bahkan banyak UMKM vyang gulung tikar. Ketika hal ini terjadi, maka secara
langsung akan membuat UMKM akan menurunkan tingkat biaya yang menjadi beban
perusahaan. Salah satunya adalah beban pajak. Sehingga hal ini mendorong pemerintah untuk
mengeluarkan kebijakan stimulus untuk mendongkrak UMKM untuk tetap going concern
melalui penurunan nilai tarif pajak UMKM. Sehingga tingkat kepatuhan UMKM untuk
membayar pajak tetap terjaga.

Masalah kepatuhan pajak (tax compliance) yang masih rendah merupakan masalah
klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan, sehingga
berimplikasi pada rendah ratio penerimaan pajak. Berbagai penelitian telah dilakukan dan
kesimpulannya adalah masalah kepatuhan kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik
(public finance), penegakkan hukum (law enforcement), struktur organisasi (organizational
structure), tenaga kerja (employees), etika (code of conduct), atau gabungan dari semua segi
tersebut, (Faroug, 2018: 2-3). Kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada pelaku
UMKM dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5 persen dari
sebelumnya 1 persen. Dalam penurunan tarif PPh Final UMKM yang tertera dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang
Diterima atau Diperoleh WP yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu sebagaimana aturan itu
merupakan pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013, Pemerintah berupaya untuk lebih
meningkatkan kepatuhan WP. Oleh karena itu, DJP akan terus melakukan berbagai
pendekatan dengan para pelaku usaha dengan mencoba membantu mengembangkan
bisnisnya. Kemenkeu mengakui saat ini kontribusi pajak UMKM masih sangat kecil kepada
total penerimaan negara. Namun, menurutnya potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM
masih sangat besar mengingat pelaku UMKM sangat banyak dan tersebar di seluruh

Indonesia (www.nasional.kontan.co.id).

Sehingga untuk mencapai hal itu, DJP akan berupaya untuk mengoptimalkan
sosialisasi kepada masyarakat dengan meningkatkan pelayanan fiskus kepada WP. Selain bisa
meningkatkan kepatuhan, skema kebijakan tersebut diharapkan dalam jangka menengah
panjang bisa ikut mendorong perekonomian karena penurunan tarif pajak bisa dimanfaatkan
UMKM untuk menambah modal usahanya serta dapat mendorong kepada UMKM agar

usahanya bisa lebih berkembang lagi (www.republika.co.id).
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http://www.republika.co.id/

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu sosialisasi
perpajakan. Jika WP diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka WP
akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib
pajak akan meningkat, (Andriani, dkk, 2016). Faktor kedua yang diduga dapat meningkatkan
kepatuhan yaitu pelayanan fiskus. Menurut Nurmantu (2005: 33), “Kualitas Petugas Pajak
sangat menentukan efektivitas Undang-undang dan peraturan perpajakan. Adanya pelayanan
yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan-
penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada WP agar taat pajak, hal ini akan
membuat WP memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak (Brata, dkk, 2017).

Selain dua faktor diatas, faktor yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan yaitu
pelaksanaan self assessment system. Dalam pelaksanaan self assessment system yang berlaku
saat ini posisi WP sangat penting karena WP diwajibkan untuk melaksanakan pajaknya secara
mandiri seperti perhitungan pajak, pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Dengan demikian
seorang WP dituntut untuk mengerti dan memahami tidak saja peraturan perpajakan, tetapi
juga aspek administrasi serta prosedur perpajakan. Kesadaran masyarakat atau kepatuhan
pajak seyogyanya menjadi hal utama dalam proses berjalannya pelaksanaan self assessment
system, (Simanjuntak, dkk, 2012: 83-84).

Dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Kota Semarang setiap
tahunnya mencatat pertumbuhan sekitar 2000 UMKM, hal ini mencerminkan bahwa
peningkatan UMKM di Kota Semarang dapat membantu perekonomian di Ibu Kota Jawa
Tengah. Peningkatan UMKM di Kota Semarang ini terlihat dari kuantitas dan kualitas nya
terbukti adanya peningkatan omzet. Dinas koperasi dan UMKM pun ikut melakukan
pendampingan dalam setiap berkembangnya UMKM tersebut baik dari segi penataan
administrasinya hingga manajemen pemasaran. Dengan adanya peningkatan UMKM setiap
tahunnya, banyak kemajuan positif dalam pembangunan perekonomian, terutama dalam
penerimaan pajak dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dari tahun ke
tahun, UMKM di Jawa Tengah banyak mengalami peningkatan, terutama di Kota Semarang,
di kutip dari (www.jateng.antaranews.com).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diajukan sebuah penelitian dengan judul
mengenai “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Semarang di Masa Pandemi Covid-
19”.

Perumusan Masalah
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan pelaksanaan self assessment system
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terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang di masa pandemi covid-19 baik
secara parsial maupun simultan”.
Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana pengaruh sosialisasi
perpajakan, pelayanan fiskus dan pelaksanaan self assessment system terhadap kepatuhan
Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang pada masa pandemi covid-19.

LANDASAN TEORI
Teori Kepatuhan

Theory of Planned Behavior yang mendasarkan asumsi bahwa manusia adalah
makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya, secara
sistematis. Orang memikirkan Implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan
untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu (Astuti, dkk. 2016). Seperti
halnya Frey dalam Simanjuntak, dkk, (2012: 101) mengemukakan bahwa salah satunya kunci
faktor utama kepatuhan WP mengacu pada teori moral pajak (tax morale theory),
memperkenalkan adanya motivasi intrinsik individu untuk bertindak, berdasarkan nilai-nilai
yang di pengaruhi oleh norma-norma budaya yang diyakini seseorang mengapa membayar
pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi teori moral pajak seperti:
1 Persepsi adanya kejujuran.
2 Sikap membantu atau melayani dari aparat.
3. Kepercayaan terhadap instansi pemerintah.
4 Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak (respect).
5 Sejumlah sifat-sifat individu lainnya.
Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang
pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar-kecilnya pajak akan
menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk
pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu, guna
mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian
upaya yang dapat meningkatkan, baik subjek maupun objek pajak yang ada (Simanjuntak,
dkk. 2012: 9).
Kepatuhan Wajib Pajak

Nurmantu (2005: 148-149) berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan didefinisikan

sebagai suatu keadaan dimana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan

5



hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan perpajakan yaitu kepatuhan formal dan
kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi
kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang
perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana WP secara subtantif
atau hakekat memenuhi ketentuan semua material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa
undang-undang perpajakan.
Sosialiasi Perpajakan

Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak, bahwa Sosialiasi atau Penyuluhan Perpajakan adalah suatu upaya
dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan,
keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun
non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam
melaksanakan kewajiban perpajakan.
Pelayanan Fiskus

Menurut Nasution (2006: 47) Petugas pajak (fiskus) adalah mereka yang harus
menegakkan aturan permainan sistem perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik,
bersikap membantu, mudah dihubungi dan bekerja dengan jujur. Tanpa adanya perubahan
kearah perilaku simpatik dan kejujuran dalam bertugas di kalangan petugas pajak, maka sulit
untuk menumbuhkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

Pelaksanaan Self Assessment System

Menurut Farouq (2018: 157-158) berpendapat pelaksanaan self assessment system
merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada WP untuk
menghitung atau memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang atas
dirinya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Maharani (2015) mengemukakan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan
salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu
Negara. Usaha kecil dan menengah sangat berperan dalam perekonomian Indonesia, sebagai
contoh usaha kecil dan menengah sangat berperan penting pada saat terjadinya krisis moneter
tahun 1998 dan dipandang sebagai suatu penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia,
mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

Rendahnya kepatuhan pajak dari para pelaku UMKM terkait dengan beberapa hal:



Pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga. Berdasarkan pengamatan,
kebanyakan pelaku UMKM dari kelompok ini kurang atau tidak peduli dengan masalah
ketentuan yang berlaku. Termasuk di dalamnya ketentuan perpajakan. Ketidakpedulian
timbul, salah satunya, karena ketidakpahaman atas ketentuan-ketentuan yang berlaku.
Pelaku UMKM umumnya orang pribadi swa-usaha (self employment). Jenis pelaku
usaha ini mempunyai karakteristik cenderung kurang patuh dibandingkan dengan
karyawan, dimana atas penghasilan yang diperoleh telah dipotong pajak pada saat
dibayarkan (witholding). Orang pribadi swa-usaha akan melaporkan seluruh penghasilan
dari kegiatan usahanya dalam SPT. Namun, masih awamnya pelaku UMKM mengenai
perpajakan menjadikan mereka masuk dalam kelompok tidak patuh.

Pelaku UMKM biasa bergerak di sektor informal, sehingga catatan yang ada atas pelaku
UMKM dan transaksi yang dilakukannya relatif tidak ada. Hal ini menimbulkan
kesulitan bagi administrasi pajak untuk mengawasi kepatuhan pajak pelaku UMKM.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No | Judul Nama Variabel Alat Hasil
Peneliti Analisa | Penelitian

1. | Pengaruh Self Satyawati, | Self assessment| Analisis | Self assessment system
Assessment System dkk system (X1), Regresi | dan sistem informasi
dan Sistem Informasi Sistem Linier Perpajakan
Perpajakan terhadap Informasi (X2), | Berganda| berpengaruh positif
Kepatuhan Wajib Kepatuhan terhadap kepatuhan wajil
Pajak (2017) wajib pajak () pajak

2. | Pengaruh Andriani, | Sosialisasi Analisis | Sosialisasi Pajak dan
Sosialisasi Pajak, dkk Pajak(X1), Regresi | Pemahaman
Pemahaman Pemahaman Linier Perpajakan berpengaruh
Perpajakan dan Perpajakan Berganda| secara positif dan
Tingkat Pendidikan (X2), Tingkat Tingkat Pendidikan
Terhadap Pendidikan berpengaruh negatif
Kepatuhan Wajib (X3),Kepatuhan terhadap kepatuhan
Pajak UMKM Wajib Pajak Wajib Pajak UMKM
(2016) Y) di Pasar Tanah Abang.

3. | Pengaruh Self Maharani | Self Analisis | Self assessment System
Assessment Assessment Regresi | berpengaruh signifikan,
System, Tingkat System (X3), Linier tingkat pendidikan
Pendidikan, dan Tingkat Berganda| berpengaruh positif
Pelayanan Fiskus pendidikan (X2) signifikan, dan
terhadap Tingkat dan Pelayanan pelayanan fiskus
Kepatuhan Wajib fiskus (Xs), berpengaruh signifikan
Pajak UMKM di Tingkat terhadap tingkat
Kota Pekanbaru kepatuhan kepatuhan Wajib
(2015) wajib pajak Pajak UMKM di

UMKM (Y) Pekanbaru.

Sumber : Review Penelitian Terdahulu, 2020



Model Penelitian
Hipotesis dalam penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah, serta teori yang sudah
dijabarkan, sehingga dapat membentuk model hipotesis sebagai berikut:

Sosialiasi Perpajakan
(X1)

Pelayanan Fiskus

Kepatuhan Wajib ]

1
|
1
1
1
|
1
: (X2)
1
|
1
1
1
1
1

Pajak (Y)
N ¥
1
Pelaksanaan Self :
Assessment System :
(X3) 1
1
I
|
|
|

Gambar 1. Model Hipotesis
Sumber: Data diolah peneliti (2020)
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Normative beliefs sebagaimana dalam Theory of Planned Behavior (TPB) juga menjadi
salah satu faktor penentu niat seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki
keyakinan atas motivasi atau dorongan dari orang lain (pihak luar). Seperti halnya sosialisasi
perpajakan yang merupakan peranan penting dari pemerintah khususnya Dirjen Pajak untuk
menjadi sarana informasi, pengetahuan, dan pemahaman pajak kepada Wajib Pajak.
Sosialisasi perpajakan menjadi keyakinan Wajib Pajak (individu) untuk memotivasi agar
menjadi perilaku taat pajak (Marjan, 2014) dalam Siahaan, dkk (2018). Penelitian ini
diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Andriani, dkk (2016) yang menyebutkan
bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hs : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak

Normative beliefs juga menjadi faktor penentu niat dari hasil pelayanan fiskus.
Pelayanan fiskus yang berkualitas dan sesuai dengan aturan-aturan perpajakan menjadi
dorongan yang memberikan keyakinan kepada Wajib Pajak untuk berperilaku patuh atau taat
pajak karena Wajib Pajak merasa akan terbantu dan dimudahkan dalam menjalankan

kewajiban perpajakannya (Marjan, 2014) dalam Siahaan, dkk (2018). Penelitian ini diperkuat



oleh penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2015) yang menyebutkan bahwa pelayanan
pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
H, : Pelayanan Fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak.

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan prediksi perilaku yang baik karena
diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku (Ajzen, 1991 dalam Andayani, 2016)
dalam Siahaan, dkk (2018). Behavioral beliefs adalah salah satu faktor penentu niat
seseorang untuk berperilaku, dimana individu memiliki keyakinan akan hasil dari suatu
perilaku dan mengevaluasi perilaku yang baik dan kurang baik. Ketika Wajib Pajak memiliki
keyakinan bahwa fungsi pajak sangat penting untuk pembangunan dan pembiayaan Negara,
maka akan muncul pemikiran mengenai pentingnya Wajib Pajak sadar akan kewajiban
perpajakannya (Marjan, 2014) dalam Siahaan, dkk (2018). Menurut Simanjuntak, dkk (2012:
83-84), Kesadaran masyarakat atau kepatuhan pajak seyogyanya menjadi hal utama dalam
proses berjalannya pelaksanaan self assessment system. Penelitian ini diperkuat oleh
penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2015) yang menyebutkan bahwa pelaksanaan self
assessment system berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Hs : Pelaksanaan Self Assessment System berpengaruh positif signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak.

H, : Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pelaksanaan Self Assessment System

berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari jawaban responden atau
kuesioner yang diberikan sebelumnya. Peneliti akan memberikan sejumlah pertanyaan kepada
wajib pajak yaitu pemilik usaha mikro kecil dan menengah di Kota Semarang dengan media
kuesioner dan wajib pajak diminta untuk merespon, (Astuti, dkk, 2016). Populasi dalam
penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang sebanyak 2.129 Wajib Pajak.
Sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin dan diperoleh 95 orang.
Berdasarkan masing-masing skala usaha tersebut maka jumlah sampel pada usaha mikro
sebanyak 88 Wajib Pajak dan usaha kecil sebanyak 7 Wajib Pajak yang berada di Kota
Semarang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik simple random
sampling dengan menggunakan rumus slovin. Menurut Indriantoro dan Supomo (1999),
simple random sampling adalah teknik pemilihan sampel secara acak sederhana berdasarkan

strata.



Definisi Operasional
Kepatuhan Wajib Pajak (YY)

Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana WP memenuhi semua
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dimensi dari indikator kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan. Indikator dari dimensi
berdasarkan Nurmantu (2005: 148-149) adalah :

a. Ketepatan memenuhi kewajiban perpajakan.

b. Ketepatan dan kejujuran dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak.
c. Membayar pajak dengan tepat waktu.

d. Tidak memiliki tunggakan.

e. Bersedia memenuhi sanksi bila terjadi kesalahan.

2. Wajib pajak melaksanakan hak perpajakannya. Indikator dari dimensi berdasarkan

Nurmantu (2005: 148-149) adalah :
a. Konsultasi dengan petugas pajak.
b. Tidak pernah dipidana dalam bidang perpajakan.
Sosialiasi Perpajakan (X1)

Sosialiasi atau Penyuluhan Perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan
informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap
masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar
terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban
perpajakan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dimensi dari indikator Sosialisasi Perpajakan
adalah :

1. DJP memberikan informasi perpajakan kepada Wajib Pajak melalui kegiatan
sosialisasi langsung untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Indikator dari dimensi
berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 adalah :

a. Penyuluhan pajak oleh fiskus pajak.
b. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat.
c. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak.

2. DJP memberikan informasi perpajakan kepada Wajib Pajak melalui kegiatan
sosialisasi tidak langsung untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Indikator dari
dimensi berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 adalah :

a. Pemasangan billboard.
b. Website Ditjen Pajak.

10



c. Penyuluhan Melalui radio/televisi.
Pelayanan Fiskus (X>)

Petugas pajak (fiskus) adalah mereka yang harus menegakkan aturan permainan sistem
perpajakan. Berdasarkan definisi tersebut, maka dimensi dari indikator pelayanan fiskus
adalah:

1. Kualitas fiskus pajak dalam menegakkan aturan perpajakan. Indikator dari dimensi
berdasarkan Nasution (2006: 47) adalah :
a. Pelayanan yang diberikan.
b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
c. Pemahaman terhadap ketentuan perpajakan.
d. Sistem informasi perpajakan.
e. Kualitas lingkungan kantor pajak.
Pelaksanaan Self Assessment System (X3)
Pelaksanaan Self Assessment System adalah sebagai sistem pemungutan pajak yang
memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung atau memperhitungkan, membayar,
dan melaporkan jumlah pajak terutang atas dirinya sendiri berdasarkan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dimensi dari indikator pelaksanaan self assessment
system adalah :
1. Wajib pajak menghitung jumlah pajak terutang. Indikator dari dimensi berdasarkan
Farouq (2018: 157-158) adalah :
a. Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
b. Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat
Pemberitahuan) dengan baik dan benar.
2. Wajib pajak membayar jumlah pajak terutang. Indikator dari dimensi berdasarkan
Farouq (2018: 157-158) adalah :
a. Menyetorkan pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos.
3. Wajib pajak melaporkan jumlah pajak terutang. Indikator dari dimensi berdasarkan
Farouq (2018: 157-158) adalah :
a. Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak.

b. Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP).
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Metode Analisis Data
Setelah data yang diperlukan telah terkumpul, selanjutnya dilakukan suatu analisis.

Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menggunakan
teknik tabulasi frekuensi dan analisis linear berganda dengan bantuan program komputer
SPSS. Sebelum dilakukan proses olah data maka peneliti melakukan uji kualitas data
dengan menggunakan uji realibitas dan validitas serta Uji asumsi klasik dengan
menggunakan uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolonieritas

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics
N Minimum | Maximum Mean Std. Deviation
X1 78 17 3 23.38 4.043
X2 78 24 45 36.13 6.076
X3 78 23 40 33.46 4.012
Y 78 21 36 3013 3.257
Valid N (listwise) 78

Sumber : Olah Data SPSS, 2020
Data diatas menunjukkan bahwa jumlah responden berjumlah 78 responden dikarenakan dari

total 95 responden, yang berhasil masuk dan lengkap berjumlah 78, dengan tingkat
penyebaran data untuk X1 sebesar 4.043, X2 sebesar 6.076, X3 sebesar 4.012 dan Y
berjumlah 3.257.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Kuesioner tersebut terdapat 39 pernyataan yang terbagi-bagi yaitu 8 pernyataan yang
digunakan untuk mewakili variabel sosialisasi perpajakan, 12 pernyataan yang digunakan
untuk mewakili variabel pelayanan fiskus, 10 pernyataan yang digunakan untuk mewakili
variabel pelaksanaan self assessment system, 9 pernyataan yang digunakan untuk mewakili
variabel kepatuhan wajib pajak. Pernyataan tersebut dapat mewakili setiap variabel dependen
maupun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Dan didapatkan nilai r-

hitung > dari r tabel (0.2227), sehingga semua pertanyaan valid.
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Uji Reliabilitas

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Nilai Nilai Sufficient | Reliabel
Cronbach’s Reliable Tidak
Alpha
Sosialiasi Perpajakan (X1) 0,860 0,7 Reliabel
Pelayanan Fiskus (X2) 0,916 0,7 Reliabel
Pelaksanaan Self Assessment System (X3)| 0,887 0,7 Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak () 0,815 0,7 Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah, 2020

Tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai lebih besar dari
Cronbach’s Alpha sebesar 0.7, sehingga semua semua variabel reliabel.

Uji Kualitas Data

Uji Normalitas

Tabel 4 Uji Normalitas — Uji Kolmogrov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 78
Normal Mean .0000000
Paramete Std. 2.82188885
rse® Deviation

Absolute .102
Most Extreme

Positive .086
Differences

Negative -.102
Kolmogorov-Smirnov Z .04
Asymp. Sig. (2—t§|led) .388

a. Test distribution is Normal

Sumber : Olah data SPSS, 2020
Berdasarkan pengujian diatas, diperoleh nilai asymptotic significance (2- tailed) 0,388 yaitu
lebih dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi data adalah normal.
Uji Multikolonieritas
Tabel 5 Uji Multikolonieritas

Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients | Coefficients Collinearity Statistics
| Modsl B Std. Error Beta t Sig. | Tolerance | VIF
1 (Constant) 17.332 2813 6.162 .000
X1 -109 18 -135 -925 358 473 2113
X2 042 092 078 A87 649 34 2910
X3 M3 15 509 3.608 001 510 1.962

a. Dependent Variahle: Y

Sumber : Hasil olah data, 2020
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Berdasarkan Tabel 4, nilai tolerance variabel bebas memiliki nilai lebih dari 10%. Hasil
perhitungan VIF juga menunjukkan hal yang sama, yaitu tidak ada variabel bebas yang
memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada

multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6 Uji Heterokedastisitas — Uji Gletjer

Coefficients®

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 5.008 1.641 3.052 .003
X1 -.023 .069 -.056 -.338 37
X2 .048 .054 173 .895 374
X3 -118 067 -.281 -1.769 .081

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : Hasil Olah data, 2020
Dari tabel 5, hasil uji Glejser diperoleh nilai hasil Sig untuk Sosialisasi Perpajakan (X1)
adalah 0,737, Sig untuk Pelayanan Fiskus (X2) adalah 0,374 dan nilai Sig untuk Pelaksanaan
Self Assessment System (X3) adalah sebesar 0,081.

Uji Regresi Linier Berganda

Uji Partial
Tabel 7 Uji-t
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients | Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.

K (Constant) 17.332 2.813 6.162 .000
X1 -109 118 =135 -925 358
X2 042 092 078 A57 649
X3 413 115 509 3.608 .001

a. Dependent Variahle: Y
Sumber : Hasil olah data SPSS, 2020

Dari tabel diatas didapatkan persamaan sebagai berikut :
¥ =17,322-0,109 X1 + 0,042 Xz + 0,413 X3

Berdasarkan hasil uji SPSS diperoleh t tabel = 1,993; t hitung = -0,925. Berarti -t
hitung < -t tabel dan nilai signifikan 0,358 > 0,05, maka Ho diterima. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak (Y). Hasil uji SPSS kedua diperoleh t tabel = 1,993; t hitung = 0,457. Berarti t hitung <
t tabel dan nilai signifikan 0,649 > 0,05, Maka Ho diterima. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa Pelayanan Fiskus (X2) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib
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Pajak (). Hasil uji ketiga diperoleh t tabel = 1,993; t hitung = 3,608. Berarti t hitung > t tabel
dan nilai signifikan 0,01 < 0,05, maka Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
Pelaksanaan Self Assessment System (X3) berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak ().

Uji Serentak

Tabel 8 Uji-F
ANOVA-

Model Sum of df Mean F Sig.

Squares Squar

e

Regression 203.563 3| 67.854 | 8.189 .000"
Residual 613.155 | 74 8.286
Total 816.718 | 77

a. Dependent VVariable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber : hasil Olah Data, 2020
Berdasarkan hasil perhitungan dan gambar tersebut, dimana F tabel = 2,73, f hitung =
8,189. Berarti F hitung > F tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan antara sosialisasi perpajakan (Xy),
pelayanan fiskus (X2) dan pelaksanaan self assessment system (Xs3) terhadap variabel
kepatuhan wajib pajak ().
Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9 Uji Koefisien Determinasi
Model Summarf

Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 499° 249 219 2879

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
h. Dependent Variahle: Y

Sumber : Hasil Olah Data, 2020
Tabel 8 menunjukkan angka determinan (R) atau R-square yang digunakan untuk

mengukur kemampuan variabel sosialisasi perpajakan (Xi), pelayanan fiskus (X2) dan
pelaksanaan self assessment system (X3) dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak
(Y). Hasil analisis regresi menunjukkan adjusted R-square sebesar 0,219 artinya 21,9%
variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari tiga variabel independen yaitu
sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan pelaksanaan self assessment system. Sedangkan

selebihnya yaitu sebesar 78,1% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model.
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Dikusi Hasil Penelitian

1.

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan nilai t hitung = - 0,925 <
dari nilai t tabel = 1,993 (t hitung lebih kecil dari t tabel) dengan nilai signifikansi sebesar
0,358 Sedangkan o sebesar 5% (0,050) dengan df=74 diperoleh t tabel = 1,993.
Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 ditolak artinya
sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian yang ada di UMKM Kota Semarang tidak sejalan dengan teori ini,
dikarenakan sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini
dikarenakan kurang optimalnya DJP dalam memberikan informasi perpajakan kepada
WP melalui sosialisasi perpajakan terkait dengan peraturan perpajakan, Untuk itu perlu
diadakannya penyuluhan pajak secara berkala, mengadakan berbagai acara yang
berkaitan dengan peraturan pajak agar wajib pajak lebih memahami bagaimana
melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti, dkk, (2016),
menunjukkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak dikarenakan sosisalisasi yang dilakukan dianggap belum
maksimal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siahaan, dkk (2018) menunjukkan bahwa
sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan
menurut penelitian Wardani, dkk, (2018) sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan nilai t hitung = ,457 <
nilai t tabel = 1,993 (t hitung lebih kecil dari t tabel) dengan nilai signifikansi sebesar 0,649
Sedangkan a sebesar 5% (0,050) dengan df=74 diperoleh t tabel = 1,993. Berdasarkan hal
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 ditolak artinya pelayanan fiskus tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang ada di UMKM Kota
Semarang tidak sejalan dengan teori ini. Dalam penelitian ini pelayanan fiskus tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dikarenakan kurangnya pemahaman wajib
pajak terhadap ketentuan perpajakan mengenai peraturan terbaru yang berlaku saat ini.
Sehingga hal ini berdampak terhadap kurangnya pengetahuan wajib pajak yang berakibat
turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan pelayanan fiskus kepada
wajib pajak supaya mampu memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak maka
perlu adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan
efektif, serta melaksanakan penyuluhan-penyuluhan pajak dalam memberikan info

mengenai peraturan pajak terbaru yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat
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pajak, hal ini akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat
pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penilitian yang dilakukan oleh Brata, dkk (2017), bahwa
kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP, hal ini terjadi
karena kualitas pelayanan dari aparat pajak belum dapat memenuhi atau melebihi harapan
WP. Hasil penelitian Siahaan, dkk (2018) juga menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti, dkk,
(2016), hasil penelitian pelayanan fiskus menunjukkan bahwa pelayanan fiskus
berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP, hal ini dikarenakan bahwa
petugas pajak telah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada wajib pajak.

Dari hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan nilai t hitung = 3,608 >
nilai t tabel = 1,993(t hitung lebih besar dari t tabel) dengan nilai signifikansi sebesar 0,001
Sedangkan a sebesar 5% (0,050) dengan df=74 diperoleh t tabel = 1,993. Berdasarkan hal
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 diterima artinya pelaksanaan self
assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maharani (2015), self assessment system
berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM di Kota Pekanbaru, hal ini
menunjukkan bahwa ketika self assessment system tinggi, maka dapat meningkatkan
tingkat kepatuhan WP UMKM, begitu juga sebaliknya. Hasil ini juga sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Satyawati, dkk (2017) bahwa self assessment system
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Astuti, dkk, (2016), pelaksanaan
self assessment system tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini
dikarenakan pengetahuan dan pemahaman WP kos tentang pelaksanaan self assessment
system masih kurang

Berdasarkan dari tabel nilai koefisien determinasi dengan menggunakan adjusted R? yaitu
0,219 artinya Sosialisasi Perpajakan (X1), Pelayanan Fiskus (X2), dan Pelaksanaan Self
Assessment System (X3) mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 21,90%,
sedangkan sisanya 78,10% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.
Variabel lainnya seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi
perpajakan dalam penelitian Jotopurnomo, dkk (2013). Dalam hal ini maka dapat
disimpulkan bahwa hanya 21,90% variasi yang terjadi pada variabel Y dapat terjelaskan

oleh variabel X yang dimiliki, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain. Hal
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ini bisa saja terjadi dalam perhitungan statistik karena ada banyak hal yang dapat
mempengaruhi mengapa nilai R Square menjadi kecil adalah variabel yang dikorelasikan
memang kurang memiliki kaitan sehingga nilai korelasinya kecil. Dan berdasarkan hasil
perhitungan SPSS, dimana nilai signifikansi 0,000; F tabel = 2,73; F hitung = 8,189. Berarti
F hitung > F tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa ada pengaruh antara variabel Sosialisasi Perpajakan (X1), Pelayanan Fiskus (X2),
dan Pelaksanaan Self Assessment System (X3) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak
(YY) secara bersama-sama di Kota Semarang.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani, dkk (2016) yang
menyatakan bahwa Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Kesimpulan

1.  Sosialisasi Perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak ()
pada UMKM di Kota Semarang.
2. Pelayanan Fiskus (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y)
pada UMKM di Kota Semarang.
3. Pelaksanaan Self Assessment System (Xz) berpengaruh positif signifikan terhadap
kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada UMKM di Kota Semarang.
4.  Sosialisasi Perpajakan (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Pelaksanaan Self Assessment
System (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel kepatuhan Wajib
Pajak (Y) pada UMKM di Kota Semarang.
Dampak Penelitian
Penelitian ini memberikan dampak positif bagi pengguna informasi yaitu UMKM itu sendiri
dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Dampak positif untuk UMKM adalah
diberikannya stimulus oleh pemerintah dalam penurunan tingkat pembayaran pajak final
sehingga mampu menurunkan tingkat beban pajak yang ditanggung oleh UMKM. Sedangkan
untuk pemerintah dimana dalam penelitian ini diwakili oleh fiskus pajak mampu merangsang
tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM untuk membayar pajak. Sehingga ketika stimulus ini
mampu meningkatkan tingkat kepatuhan WP maka akan mendorong meningkatnya tingkat

penerimaan negara.
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Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memberikan keterbatasan-keterbatasan yang wajib diperhatikan oleh peneliti-

peneliti berikutnya diantaranya :

1.

Saran

Populasi dalam penelitian ini dilakukan di KPP Semarang, sehingga bagi peneliti
berikutnya bisa memperluas lokasi penelitian di KPP wilayah lain.

Dalam pembagian kuesioner tidak bisa dilakukan secara langsung dikarenakan kondisi
pandemi Covid-19 ini. Tetapi penyebaran kuesioner dilakukan dengan menyebarkan
kuesioner lewat email dan google form, sehingga hal ini berdampak terhadap UMKM
yang kurang begitu menguasai tehnologi untuk melakukan pengisian kuesioner menjadi
terhambat.

Saran yang berdasarkan hasil penelitian

Dirjen Jenderal Pajak diharapkan dapat lebih sering memberikan informasi
perpajakan kepada Wajib Pajak mengenai peraturan pajak terbaru, agar wajib pajak
dan calon wajib pajak dapat lebih memahami tentang ketentuan dan peraturan
perpajakan yang terbaru. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
dalam memenuhi kewajibannya.

Saran yang berisi untuk Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang

Para UMKM hendaknya dapat lebih meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi
kewajiban pajaknya dengan meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak terhadap
kewajiban pajaknya dengan mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak untuk
mendapatkan NPWP serta diharapkan dapat terus aktif untuk belajar perpajakan agar
pemahaman mengenai peraturan perpajakan semakin meningkat demi terwujudnya
pelaksanaan self assessment system (Xs3) yang lebih baik. Dengan adanya self
assessment system dapat meningkatkan sikap kesadaran masyarakat dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kepatuhan wajib pajak menjadi
meningkat.

Saran untuk penelitian selanjutnya

Untuk Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lingkup penelitian yang
berhubungan dengan UMKM dengan menambah objek penelitian yang lingkupnya
tidak hanya UMKM di Kota Semarang tetapi UMKM di Jawa Tengah, serta dapat
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menambah variabel independen lainnya seperti kesadaran wajib pajak, kualitas

pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan menurut (Jotopurnomo, dkk, 2013).
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APPENDIKS
Appendiks 1 — Daftar Kuesioner Variabel Penelitian

A. IDENTITAS RESPONDEN

Mohon kesediaan bapak atau ibu mengisi daftar berikut:

a. NamaResponden : (boleh tidak di isi)
b. JenisKelamin : |:| Pria |:| Wanita
c. Usia - [] <30tahun

[ ] 31 ahun-—45tahun

[ ] 46 tahun— 60 tahun

> 60tahun

d. Tingkat Pendidikan E| SO [ ] SMP [ ] SMA

[] b3 [] st [[] s2-s3
e. JenisUsaha »[] Jasa [ ] Dagang
f. Omzet : |:| Skala Usaha Mikro (< Rp 300Juta)

|:| Skala Usaha Kecil ( > Rp 300Juta — Rp 2,5M)
|:| Skala Usaha Menengah (> Rp 2,5M — Rp50M)
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B. PETUNJUK PENGISIAN

Berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Pengaruh Sosialisasi
Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pelaksanaan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Semarang. Mohon Bapak / Ibu

Beri tanda checklist (\/) pada kotak jawaban yang dianggap tepat.
Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS - Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

1. Sosialisasi Perpajakan

No

Pernyataan SS| S

TS

STS

DJP Memberikan Informasi Perpajakan kepada WP melalui Sosialisasi Langsung.

1. | Penyuluhan pajak oleh fiskus pajak.

a. | Saya senang jika dikabari ketika akan diadakan
penyuluhan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP).

b. | Saya sering mengikuti Penyuluhan Pajak.

c. | Saya selalu meminta untuk diadakan Sosialisasi
mengenai peraturan pajak.

2. | Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat.

a. | Jika terdapat kesulitan dalam hal perpajakan, saya
bertanya kepada pegawai pajak untuk diberi penjelasan.

3. | Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak.

a. | Saya mengerti setiap Materi yang diberikan saat
Sosialisasi Pajak.

I1. DJP Memberikan Informasi Perpajakan kepada WP melalui Sosialisasi
Tidak Langsung.

1. | Pemasangan billboard.

a. | Saya dapat mengetahui informasi perpajakan dari
spanduk info yang terpasang di beberapa sudut jalan.

2. | Website Ditjen Pajak.

a. | Saya dapat mencari informasi yang dibutuhkan tentang
pajak dengan mudah dan cepat melalui akses internet.

3. | Penyuluhan Melalui radio/televisi.

22



Saya sering melihat Media-Media Sosialisasi melalui
TV atau Talk Show lewat Radio.

2. Pelayanan Fiskus

No. | Pernyataan | SS| S | TS | STS

I.  Kualitas fiskus pajak dalam menegakkan aturan perpajakan

1. Pelayanan yang diberikan

a. Petugas pajak (fiskus) selalu ramah dalam melayani
wajib pajak.

b. Petugas pajak selalu bersikap hormat dan rendah hati
kepada wajib pajak.

C. Saya merasa petugas pajak dapat menata waktu
konsultasi secara efektif dan efisien.

d. | Saya merasa petugas help desk selalu siaga melayani
pertanyaan wajib pajak dalam hal perpajakan.

e. Saya merasa pelayanan yang diberikan oleh petugas
pajak telah efektif dan efisien.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Saya merasa petugas pajak mendengarkan dengan baik
apa yang diutarakan wajib pajak.

b. | Saya merasa terbantu oleh petugas pajak dalam
melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

3. Pemahaman terhadap ketentuan perpajakan

a. Penjelasan yang diberikan oleh petugas pajak sangat
mudah untuk saya pahami.

4. | Sistem informasi perpajakan

a. Petugas pajak selalu memberikan info mengenai
peraturan terbaru yang berlaku saat ini.

b. | Saya merasa dimudahkan dengan adanya layanan e-
filling dan e-spt.

5. Kualitas lingkungan kantor pajak

a. Saya merasa nyaman ketika harus menunggu antrian
membayar pajak karena lingkungan di kantor pajak
nyaman.

b Saya merasa nyaman di kantor pajak karena sistem
keamanannya terjamin.

3. Pelaksanaan Self Assesment System

No

Pernyataan | SS| S | TS | STS

Wajib pajak menghitung jumlah pajak terutang.

1.

Menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

a.

Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan
dengan benar.
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b. | Sebagai wajib pajak saya melakukan perhitungan
sendiri.

2. | Menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan
baik dan benar

a. | Sebagai wajib pajak saya mengisi formulir SPT dengan
jelas.

b. | Sebagai wajib pajak saya mengisi formulir SPT dengan
lengkap.

c. | Sebagai wajib pajak saya mengisi formulir SPT dengan
benar.

Il.  Wajib pajak membayar jumlah pajak terutang.

1. | Menyetorkan pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos

a. | Sebagai wajib pajak saya melakukan pembayaran pajak
sendiri.

b. | Sebagai wajib pajak saya melakukan pembayaran tepat
waktu.

I1l.  Wajib pajak melaporkan jumlah pajak terutang.

1 Mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak

a. | Saya mendaftar sendiri sebagai Wajib Pajak untuk
mendapatkan NPWP.

2. | Melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP)

a. | Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan sendiri.

b. | Sebagai wajib pajak saya melakukan pelaporan tepat

waktu.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

No. |

Pernyataan

| SS | S | TS |STS

Wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan

1. Ketepatan memenuhi kewajiban perpajakan

a. Sebagai wajib pajak, saya selalu memenuhi kewajiban
perpajakan secara tepat waktu.

b. | Sebagai wajib pajak, saya selalu tepat waktu dalam
menyampaikan SPT.

2. Ketepatan dan kejujuran dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak.

a. Sebagai wajib pajak, saya mempunyai kewajiban
mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya.

3. Membayar pajak dengan tepat waktu.

a. Sebagai wajib pajak, saya selalu membayar pajak
dengan tepat waktu.

4. | Tidak memiliki tunggakan.
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a. Sebagai wajib pajak, saya tidak mempunyai tunggakan
pajak.

5. | Bersedia memenuhi sanksi bila terjadi kesalahan.

a. Saya mengerti dan bersedia memenuhi sanksi apabila
melakukan kesalahan.

Il.  Wajib pajak melaksanakan hak perpajakannya.

1. Konsultasi dengan petugas pajak.

a. Sebagai wajib pajak, saya selalu meluangkan waktu
untuk melakukan konsultasi dengan petugas pajak.

2. | Tidak pernah dipidana dalam bidang perpajakan.

a. Sebagai wajib pajak, saya tidak pernah dijatuhi
hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan.

b Wajib pajak yang patuh tidak pernah dijatuhi hukuman
pidana.

Apendiks 2 — Hasil Olah Data Penelitian

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 78
Normal Mean .0000000
Paramete Std. 2.82188885
ras” Deviation

Absolute .102
Most Extreme

Positive .086
Differences

Negative -.102
Kolmogorov-Smirnov Z .904
Asymp. Sig. (2—t§|led) .388

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Multikolonieritas

Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients | Coefficients Collinearity Statistics
| Model B Std. Error Beta t Sig. | Tolerance | VIF
1 (Constant) 17.332 2813 6.162 000
X1 -109 M8 -135 -925 358 473 2113
X2 042 092 078 A87 649 344 2910
X3 A3 M4 509 3.608 001 510 1.962

a. Dependent Variable: Y



3. Uji Heterokedastisitas

Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 5.008 1.641 3.052 .003
X1 -.023 .069 -.056 -.338 737
X2 .048 054 173 895 374
X3 -118 067 -.281 -1.769 .081
a. Dependent Variahle: Abs_Res
4. Uji Partial (Uji-t)
Coefficients®
Standardized
Unstandardized Coefficients | Coefficients
| Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 17.332 2.813 6.162 .000
X1 -109 118 -135 -925 358
X2 042 092 078 457 649
X3 413 115 509 3.608 001
a. Dependent Variahle: Y
5. Uji Serentak (Uji-F)
ANOVA-
Model Sum of df Mean F Sig.
Squares Squar
=3
Regression 203.563 3| 67.854 | 8.189 .000"
Residual 613.155 | 74 8.286
Total 816.718 | 77

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

6. Uji Koefisien Determinasi (R?)

Model Summary)’
Adjusted R Std. Error of
Model R R Square Square the Estimate
1 499° 249 219 2879

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
h. Dependent Variahle: Y
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